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Tentang

PEMBIAYAAN ULANG (REFINANCING) SYARIAH
o A A 2y

Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai
transaksi pembiayaan ulang (refinancing) yang sesuai dengan prinsip
syariah;

b. bahwa ketentuan tentang transaksi pembiayaan ulang (refinancing)

yang berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa
DSN-MUI,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam
huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa
tentang pembiayaan ulang (refinancing) Syariah untuk dijadikan
pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Mengingat : 1. Firman Allah SWT
a. QS.al-Ma’idah [5]: 1:

%
e
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“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. ...~

b. Q.S.al-Nisa’ [4]: 58:
D G a2 155 Ll ) SBT3 ¢

-

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu
menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan
adil....”
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 2

. QS. al-Isra’ [17]: 34:
V3ies O 3gall &y cagally 1335
“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggunganjawabannya.”
. QS al-Baqarah [2]: 275.
0 e aed  gsts
Allah telah menghalalkan Jjual beli dan mengharamkan

riba...

. QS al-Baqarah [2]: 278:
sk SES0L @) G i G 15535 a0 15851 14T s @y

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan

;]

tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.’

QS. al-Nisa’ [4] : 29:

52 5,55 6 Yy Jbudy 1K S 5l 3 T o @il
<.w u,p 5 :J./f«

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan

(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

. QS. al-Baqarah [2]: 283:
KR (- R T N: FPAUR LW S N i TH
“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” .

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:
2 Y3 552 Y O r@/'?(;.l.;ji\;lfoilﬂ Lo dll Jod5 O
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 3

“Rasulullah s.aw. menetapkan: Tidak boleh
membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula)
membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain)
dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

b. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w.
berkata:

-

dirlio BAsT 08 1 G K 50 E06 O 03k Jus i &y
el G Easn Tl sl Ol 135

“Allah s.w.t. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang

yvang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati
pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat, Aku keluar
dari mereka.” (HR. Abu Daud)

3. Pendapat Ulama:
GAE BN G, R 400 e RN AT g2 O
(Yolo Wit Y aally o Sl

“Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli
porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya
boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain (Ibn
Qudamah dalam a/-Mughni).

S Sl SE Y B Y e S0 o GRS TR o
(YN8 ale Y Ll 0 Je s )

“Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (syarik)
dalam (kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (hishshah)-
nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh; sedangkan
Jika menjual porsinya tersebut kepada syarik-nya, maka
hukumnya boleh (Ibn ‘Abidin dalam Rad al-Muhtar ‘ala al-Dur
al-Mukhtar).
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 4

RSIURRVARAR- N Syt 11k KHA| mjuu G5ix
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“Musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah,
karena — sebagaimana [jarah Muntahiyah bi-al-Tamlik—
bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya
bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya
dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada Bank harga
porsi Bank tersebut. Di saat berlangsung, Musyarakah
mutanaqishah tersebut dipandang sebagai Syirkah ‘Inan, karena
kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra’sul mal, dan Bank
mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola
kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkah Bank menjual seluruh
atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad
penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan
akad Syirkah.”

L85 2l A B dieis [ly] G sdy L. e
oY R &35 LS AL BgaS halsg 0

“...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa
menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat
tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan
sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.” (Khatib al-
Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj)

1, °’;;931:8\,J>ws dmb\ s B ¢
(YIV/o @alds Y sy . i

“Benda yang disewa adalah amanah di tangan penyewa; jika
rusak bukan disebabkan kelalaian, penyewa tidak diminta harus
bertanggung jawab (mengganti).” (Ibn Qudamah dalam al-
Mughni)

. Dalil Mi’yar Syar’i No. 13 (7-1/7)
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 5

“Pada prinsipnya modal usaha mudharabah harus berupa uang. Akan
tetapi boleh pula shaibul mal menyerahkan modal usaha kepada
mudharib berupa barang. Dalam hal modal usaha mudharabah
berupa barang, harus dilakukan penksiran harga barang oleh pihak
ahli yang disepakati para pihak pada saat akad dilakukan (untuk
menentukan jumlah modal dalam mata uang yang digunakan)”

Memperhatikan  : a. Hasil Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
tentang Pengalihan Piutang Pembiayaan Antar Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) di Bandung tanggal 7-9 Februari 2013, di Bandung
tanggal 27-29 September 2013.

b. Hasil Pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS)
bersama Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) tentang
Pengalihan Piutang Pembiayaan Antar Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) di Anyer Banten tanggal 20-22 juni 2013.

c. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal
04 Desember 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah

Pertama ¢ Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan ulang (refinancing) adalah pemberian fasilitas
pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum
melunasi pembiayaan sebelumnya;

2. Pembiayaan ulang syariah (sharia refinancing) adalah pembiayaan
ulang berdasarkan prinsip syariah;

3. Pembiayaan ulang syariah (sharia refinancing) mencakup dua
keadaan: 1) pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang
telah memiliki aset sepenuhnya; dan 2) pembiayaan yang diberikan
kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum
dilunasinya;

4. Taqwim al- ‘urudh adalah penaksiran harga barang/penaksiran aset
dengan mata uang tertentu yang disepakati pihak-pihak;

Kedua : Ketentuan Hukum

Pembiayaan ulang (refinancing) boleh dilakukan Lembaga Keuangan
Syariah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini.
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 6

Ketiga : Ketentuan Akad terkait Pembiayaan Ulang (Refinancing)

Skema 1 : Akad musyarakah mutanaqishah dengan ketentuan sebagai

berikut :

1. Semua rukun, syarat dan ketentuan serta pedoman yang terdapat
dalam akad musyarakah mutanagishah (fatwa DSN-MUI Nomor:
73/DSN-MUI/X1/2008  tentang  Musyarakah  Mutanagqishah),
berlaku dalam akad pembiayaan ulang;

2. Modal syirkah dalam musyarakah mutanagishah, boleh berupa
uang sesuai kesepakatan dan boleh juga berupa barang (‘urudh);
dan —

3. Dalam hal modal syirkah berbentuk barang (‘urudh), maka harus
dilakukan taqwim al- ‘urudh;

Skema 2: Akad al-bai’ wa al-isti jar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Akad al-
Bai’ ma‘a al-isti jar (Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang
Sale and Lease Back) berlaku dalam pembiayaan ulang;

2. Semua rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam akad ijarah
muntahiyyah bit tamlik (fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-
MUI/II/2002 tentang al-ljarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik),
berlaku dalam hal al-isti’jar yang digunakan adalah akad ijarah
muntahiyyah bi al- tamlik; dan

3. Pengalihan kepemilikan obyek sewa (intiqal milkiyyah al-ma jur)
setelah akad ijarah selesai, harus menggunakan akad hibah dan
tidak boleh menggunakan akad al-bai .

Skema 3 : Akad al-bai‘ dalam rangka musyarakah mutanaqishah:

1. Semua rukun, syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Akad al-
Bai’ (antara lain Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang
Sale and Lease Back) berlaku dalam pembiayaan ulang;

2. Semua rukun, syarat dan ketentuan serta pedoman yang terdapat
dalam akad musyarakah mutanaqishah (fatwa DSN-MUI Nomor:
73/DSN-MUI/X1/2008  tentang  Musyarakah  Mutanaqishah),
berlaku dalam akad pembiayaan ulang;

Keempat : Mekanisme Musyarakah Mutanaqishah
1. Calon Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Lembaga
Keuangan Syariah dalam rangka pembiayaan ulang (refinancing);
2. Lembaga Keuangan Syariah melakukan penaksiran (tagwim al-
‘urudh) terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan
harga yang wajar, dalam rangka penentuan modal usaha (ra’sul
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mal) yang disertakan nasabah dalam bersyirkah dengan Lembaga
Keuangan Syariah;

3. Lembaga Keuangan Syariah menyertakan dana dalam jumlah
tertentu yang akan dijadikan modal usaha syirkah dengan nasabah;
yang disertai syarat agar Nasabah menyelesaikan kewajiban
dan/atau utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada;

4. Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa (akad wakalah)
kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik antara
lain dengan akad ijarah;

5. Nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah membagi keuntungan
usaha sesuai nishah yang disepakati atau porsi modal yang
disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi
modal; dan

6. Nasabah melakukan pengalihan komersil atas hishah milik
Lembaga Keuangan Syariah secara berangsur sesuai perjanjian;

Kelima :  Mekanisme al-Bai‘ wa al-Isti’jar
1. Calon Nasabah yang memiliki barang (‘wrudh) mengajukan
pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka
pembiayaan ulang (refinancing);

2. Lembaga Keuangan Syariah membeli barang (‘wrudh) milik
nasabah dengan akad bai ‘;

3. Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan
sebelumnya jika ada;

4. Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah melakukan akad [jarah
Muntahiiyyah bit tamlik; dan

5. Pengalihan kepemilikan obyek sewa (ma jur) kepada nasabah hanya
boleh dilakukan dengan akad hibah, pada waktu akad ijarah
berakhir;

Keenam : Mekanisme al-Bai‘ dalam Rangka Musyarakah Mutanaqishah

1. Calon Nasabah yang memiliki barang (‘urudh) mengajukan
pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka
pembiayaan ulang (refinancing);

2. Lembaga Keuangan Syariah melakukan penaksiran (tagwim al-
‘urudh) terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan
harga yang wajar, dalam rangka pembelian sebagiannya oleh
Lembaga Keuangan syariah;
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Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah 8

3. Lembaga Keuangan Syariah membeli (dengan akad al-bai‘) atas
sebagian barang dari Nasabah, sehingga terjadi syirkah atas barang
dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah;

4. Nasabah menyelesaikan kewajiban dan/atau utang atas pembiayaan
sebelumnya jika ada;

5. Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah melakukan akad
musyarakah mutanaqishah dengan modal berupa barang yang
dinyatakan dalam hishah/unit hishah;

Ketujuh : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Shafar 1435 H
04 Desember 2013 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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